
BUPATI KARA"'ANG
PROVINSI JAWA ]BARAT

PERATURAN BUPATI .KARAWAING

NOMOR 66 TAHUN 2019

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI N13GERI SIPIL   DI LINGKUNGAN
PEMERINTAII KABUPATIEN KARAWANG

DENGAN RAIIMAT TUHAN YANG MAIIA ESA

BUPATI KARAWANG,

Menimbang       :    a.    bahwa    berdasarkan    ketentuan    Pasal    58    Peraturan
Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2019  tentang  Pengelolaan
Keuangan Daerah,  Pemerintah Daerah dapat memberikan
tambahan   penghasilan   kepada   Pegawai   ASN   dengan
memperhatikan       kemampuan        Keuangan        Daerah
berdasarkan  pertimb€.ngan  beban  kerja,  prestasi  kerja,
dan/ atau pertimbang€.n objektif lainnya;

b.   bahwa    dengan    diberikannya    tambahan    penghasilan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diharapkan dapat
memacu  produktivita:5  dan  meningkatkan  kinerja  serta
kesejahteraan        Peg€.wai    Negeri    Sipil    di    lingkungan
Pemerintah Kabupaten Karawang;

c.    bahwa       berdasarkan       pertimbangan       sebagaimana
dimaksud  pada hurul. a dan  huruf b,  perlu  menetapkan
Peraturan      Bupati      Karawang      tentang     Tambahan
Penghasilan    Pegawaj     Negeri    Sipil         di    Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Karawang ;

Mengingat           :     1.    Undang-Undang     No]nor      14     Tahun      1950     tentang
Pe mben tukan        Dae]-ah -daerah        Kabupaten       d alam
Lingkungan  Provinsi  Djawa  Barat  (Berita  Negara  Tahun
1950), sebagaimana tclah diubah dengan Undang-undang
Nomor  4  Tahun   1968  tentang  Pembentukan  Kabupaten
Purwakarta  dan  Kabupaten  Subang  dengan  mengubah
Undang-undang     Nomor      14     Tahun      1950     tenlang
Pembe ntu kan        D ae rah-dae rah        Kabupate n       dalam
Lingkungan   Provinsi   Djawa   Barat   (Lembaran   Negara
Republik  Indonesia  Tahun   1968  Nomor  31,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2.    Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014  tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembar€.n  Negara republik Indonesia Tahun



2014  Nomor  6  ,  Tambaha.n  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 5494);

3.    Undang-Undang     Norrior     23     Tahun     2014     tentang
Pemerintahan     Daerah     (Lembaran     Negara     republik
Indonesia Tahun  2014  Nomor  244,  Tambahan  Lembaran
Negara   Republik   Indonesia   Nomor   5587)   sebagaimana
telah   diubah   kedua   kalinya   dcligan   Undang-Undang
Nomor  9  Tahun  2015  tentang  Perubahan  Kedua  atas
Undang`Undang     Nomor     23     Tahun     2014     tentang
Pemerintahan     Daerah     (Lembaran     Negara     Republik
IndonesiaTahun  2015  Nomor  58,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4.    Peraturan   Pemerintah   Nomor   53   Tahun   2010   tentang
Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil  (I,embaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun  201()  Nomor  74,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

5.    Peraturan   Pemerintah   Nomor   46   Tahun   2011   tentang
Penilaian  Prestasi  Kerja  Pegawai  Negeri  Sipil  (Lembaran
Negara   Republik   Indi)nesia   Tahun    2011    Nomor    121,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomt]r
5258);

6.    Peraturan   Pemerintah   Nomor   11   Tahun   2017   tentang
Manajemen    Pegawai    Negeri    Sipil    (Lembaran    Negara
Indonesia  Tahun  2017  Nomor  63,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

7.    Peraturan   Pemerintah   Nomor   12   Tahun   2019   tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019  Nomor 42).

MEMUTUSRE`N :

Menetapkan     :    PERATURAN  BUPATI  TENTANG  TAMBAHAN  PENGHASILAN
PEGAWAI   NEGERI   SIPIL   DI   LINGKUNGAN   PEMERINTAH
KABUPATEN KAEIAWANG.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.      Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.

2.     Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kabupaten Karawang.
3.      Perangkat Daerah adalah perangkat D€ierah Kabupaten Karawang.
4.      Bupati adalah Bupati Karawang.

5.     Badan Kepegawaian dan pengembangan sumber Daya Manusia Kabupaten
Karawang  yang  selanjutnya  disebut  EKPSDM  adalah  Perangkat  Daerah
yang    membidangi     fungsi     penunjang    urusan     pemerintah     bidang
kepegawaian    dan    fungsi    penunjang    urusan    pemerintahan    bidang
pendidikan dan pelatihan.
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Pegawai  adalah  Pegawai  Negeri  Sipil  dan  Calon  Pegawai  Negeri  Sipil  di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kar€iwang.
Jabatan  adalah  kedudukan  yang menunjukkan  fungsi,  tugas,  tanggung
jawab,  wewenang,  dan  hak  seorang  pegawai  ASN  dalam  suatu  satuan
organisasi.

Tambahan   Penghasilan  Pegawai  yang  selanjutnya  disebut  TPP  adalah
penghasilan yang diperoleh Pegawai setlap bulan diluar gaji dan bulan ke
tiga   belas   yang   diterima   dengan   s€ih,    sesuai   ketentuan   peraturan
perundang-undangan,   yang   berdasarkan   faktor   objektif  lainnya  yang
terdiri  dari  beban  kerja yang  berdasarkan jenjang jabatan  dan  prestasi
kerja.

Evaluasi  jabatan   adalah   suatu   prosc`s   untuk   menilai   suatu  jabatan
secara sistematis   dengan   menggunak€m   kriteria-kriteria   yang   disebut
sebagai       faktor   jabatan    terhadap    jnformasi    faktor   jabatan    untuk
menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
Peta LJabatan  adalah  susunan jabatan  yang digambarkan  secara vertikal
maupun  horizontal menurut struktur kewenangan,  tugas,  dan tanggung
jawab jabatan  serta  persyaratan jabat€m.  Peta jabatan  menggambarkan
seluruh jabatan yang ada dan keduduk:mnya dalam unit kerja.
Informasi Faktor Jabatan Struktural adalah lnformasi faktor jabatan yang
diperlukan dalam rangka evaluasi j abat.a.n struktural.
Informasi  Faktor  Jabatan  F`ungsional  adalah  Informasi  faktor  jabatan
ya.ng diperlukan dalam rangka evaluasi jabatan fungsional.
Kelas  Jabatan  adalah  akumulasi  poin/bobot  faktor  yang  diukur  dari
rentang kendali, jenjang tanggungjawab, jumlah tugas, ruang lingkup dan
dampak, si fat pekerjaan.
Indeks  Nilai  Harga Jabatan  yang  selarijutnya  disebut  INHJ  adalah  rasio
perhitungan   yang   digunakan   dalam   menentukan   besaran   tambahan
penghasilan bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.
Upah  Minimum  Kabupaten  yang  selarijutnya  disebut  UMK  adalah  UMK
Kabupaten Karawang.
Beban  kerja  adalah  Beban  yang  dierrLban  oleh  seorang  Pegawai  dalam
menjalankan tugas dan fungsi dalam w€Lktu tertentu sesuai tanggungjawab
dan wewenang dalam setiap satuan perangkat daerah.
Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada satuan
organisasi sesuai dengan Sasaran Kerja. Pegawai.
Kinerja  adalah  unjuk  kerja  dan  pres;tasi  kerja  atau  hasil  kerja  yang
diwujudkan dalam melakukan suatu kegiatan atau program pada satuan
organisasi    yang     telah     direncanak€m     dengan     menggunakan     dan
memanfaatkan sumber daya organisasi.
Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutny€i disebut SKP adalah rencana Kerja
dan target yang akan dicapai oleh seor€ing PNS.

Cuti    adalah  keadaan  tidak  masuk  kerja  yang  diizinkan  dalam jangka
waktu tertentu.

BAB 11
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2



_il-

( 1)  Penyusunan pedoman pemberian TPP dimaksudkan sebagai panduan dalam
menghitung besaran tambahan penghasi] an yang diberikan kepada Pegawai
di Lingkungan Pemerintah Daerah.

(2)  Tujuan   penyusunan   pedoman   pemberian   TPP   adalah   pedoman   dalam
penentuan  komponen  pengukuran  bes€iran  tambahan  penghasilan  yang
akan   diterima   oleh   masing-masing   Pe.3awai   di   lingkungan   Pemerintah
Daerah secara rasional dan proporsional.

BAD Ill
KRITERIA DAN ASPEK P]BMBERIAN TPP

Bagian Kesatu
Kriteria Pemberian TPP

Pasal 3

(I)  Scluruh Pegawai memperoleh TPP secara penuh, kecuali :
a.    CPNs diberikan TPp sebesar 80%;
b.   PNS  yang  menjalani  cuti  sakit  lebih  dari  14  (Empat  Belas)  Hari  kerja

disertai surat keterangan dokter dan /atau dokter pemerintah diberikan
TPP scbcsar-besarnya 750/o;

c.    PNS  yang  menjalani  cuti  melahirkan  sampai  dengan  kelahiran  anak
ketiga diberikan TPP sebesar-besar-besarnya 750/o;

d.    PNS yang menjalani Cuti Karena Alasan Penting lebih dari 12 (Dua Belas)
hari   kerja   selain   karena   terkena   musibah   kebakaran   rumah   alau
bcncana alam diberikan TPP sebesar-.besarnya 75 %;

e.    PNS  yang  tidak  masuk  kerja  tanpa   keterangan  yang  sah  dikenakan
pemotongan TPP;

f.    PNS yang terlambat datang masuk kerja dan pulang mendahului tanpa
keterangan yang sah dikenakan pemi]tongan TPP;

9.    PNs yang tidak melaksanakan kegiatiin tertentu yang diperintahkan olch
pimpinan dikenakan pemotongan TPP;

h.   PNS yang sedang menjalani hukumg.n disiplin  tingkat ringan diberikan
TPP sebagai berikut :

1.   Teguran Lisan diberikan TPP  sebesar 75 °/o selama  1  (Satu) bulan;

2.   Tcguran Tertulis diberikan TPP sebesar 75 %   selama 2  (Dua) bulan;
d

3.   Pcrnyataan  tidak  puas  secara tertulis  diberikan TPP  sebesar 75  %
selama 3 (Tiga) bulan.

i.     PNS yang sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang diberikan
TPP sebagai berikut :

1.    penundaan  kenaikan  gaji  berkala  selama  1  (satu)  tahun,  diberikan
TPP sebesar 50 °/o  selama 3 (tigai bulan;

2.   penundaan kenaikan pangkat selama  1  (satu)   tahun, diberikan TPP
sebesar 50 %  selama 4 (empat) tiulan;dan

3.   penurunan  pangkat  setingkat  lebih  rendah  selama  I  (satu)  tahun,
diberikan TPP sebesar 50 0/o selalna 5 (Lima) bulan.



j.    PNS  yang  sedang  menjalani  hukuman  disiplin  tingkat  beral  diberikan
TPP sebagai berikut :
1.   penurunan  pangkat  setingkat  lebih  rendah  selama  3  (tiga)  tahun,

diberikan TPP sebesar 50 0/o  selama 6 (Bnam) bulan;

2.   pemindahan   dalam   rangka   penurunan   jabatan   setingkat   lebih
rendah,   diberikan TPP sebesar 50 %   selama 7  (Tujuh)  bulan dari
besaran TPP Kelas Jabatan baru I.ang diampunya; dan

3.   pembebasan  dari  jabatan,  diberikan  TPP  sebesar  50  %  selama  8
(Delapan)    bulan   dari    besaran   TPP   kelas   jabatan    baru   yang
diampunya.

(2)  Pegawai yang tidak memperoleh tambah€in penghasilan, adalah :
a.    PNS  yang  dipekerjakan  pada  Pemerintah  Pusat,  Pemerintah  Provinsi,

Pemerintah   Desa   atau   lnstansi   lainnya   yang   sudah   mendapalkan
tunjangan kinerja;

b.   PNS yang menjalani cuti besar dan cuti diluar tanggungan negara;
c.    PNs yang melaksanakan tugas belaja.r;
d.   PNS yang menjalani masa bebas tug€is/masa persiapan pensiun;

c.    PNS yang diberhentikan sementara karena terkait kasus hukum;
f.    PNS   dalam   masa   menjalani   putusan   hukuman   yang   berkekuatan

hukum tetap;

9.    PNS yang bekerja pada Satuan Kerja yang telah memberlakukan sistem
pengelolaan keuangan BLUD dan/atau sistem remunerasi pada RSUD  ;

h.   PNS yang dibebaskan  sementara  dari jabatan  organik  selama  menjadi
Kepala Desa /  Perangkat Desa;

i.     PNS  yang  melaksanakan  perpindahan  keluar  pemerintah  Kabupaten
Karawang; dan

j.     PNs yang pensiun terhitung TMT pensiun.

(3)   Tambahan  penghasilan  bagi  PNS  pindiihan  dari  luar  Pemerintah  Daerah
karena ditugaskan, diberikan setelah pegawai yang bersangkutan bekerja di
lingkungan  Pemerintah  Daerah  terhitu ig mulai  tanggal  Surat  Pernyataan
Melaksanakan Tugas.

(4)   PNS  pindahan  atas  permohonan  sendiri  diberikan  setelah  pegawai  yang
bersangkutan  bekerja  di  lingkungan  Pemerintah  Daerah  selama  12  (Dua
Belas)   Bulan   terhitung  mulai   tangga]   Surat   Pemyataan   Melaksanakan
Tugas.

(5)  Pemberian TPP  sebagaimana  dimaksucL  pada ayat  (1)  huruf a,  b,  c,  mulai
berlaku pada bulan berikutnya.

(6)  Pemotongan  TPP  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf g,  h  dan  i
dikenakan  pada  pemberian  TPP  bulan  berikutnya  sejak  diterbitkannya
Keputusan pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin.

Bagian Kedua
Aspek Pembe('ian TPP

Pasal 4



TPP di berikan berdasarkan :
a.   Kelas Jabatan; dan
b.    Faktor objektif Lainnya.

Paragraf 1
Kelas Jabat€in

Pasal 5

(1)   Kelas jabatan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  4  huruf a  ditetapkan
berdasarkan   hasil   evaluasi  jabatan   scbagai   suatu   proses   manajemen
sumber daya manusia yang digunakan untuk menilai suatu jabatan secara
sistematis   dengan   menggunakan   kriteria-kriteria  yang   disebut   sebagai
faktorjabatan.

(2)   Faktor Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a.   Faktor jabatan struktural, terdiri dari :

1.   ruang lingkup dan dampak progr€im;

2.   pengaturan organisasi;
3.   wewenang penyeliaan dan manajerial;
4.   hubungan personal;

5.   kesulitan pengarahan dalam pekeljaan ; dan
6.    kondisi lain.

b.    Faktorjabatan fungsional, terdiri dari :
1.   pengetahuan yang dibutuhkan jabatan;
2.    pengawasan penyelia;

3.    pedoman;

4.    kompleksitas;

5.   uang lingkup dan dampak;
6.   hubungan personal;
7.   tujuan hubungan;
8.   persyaratan fisik; dan

9.   Iingkungan pekerjaan.

(3)  Kelas   Jabatan   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   diatur   dengan
Peraturan Bupati tersendiri berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 2,
Faktor Objektif I,ainnya

Pasal 6

(1)  Faktor  Objektif  Lainnya  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  4  huruf  b
diberikan kepada :
a.    Pejabat pengelola Keuangan daerah;
b.   Pejabat pengelola Barang;



c.    Pejabat Pengelola Pelaksana Kegiatan; dan
d.   Jabatan dengan tugas tertentu.

(2)  Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ),
terdiri dari  :

a.    Koordinator pengelolaan keuangan Daerah;

b.   Pengelola Keuangan Pembantu koordinator Daerah;
c.    Bendahara umum Daerah;
d.   Kuasa Bendahara Umum Daerah I;
e.    Kuasa Bendahara umum Daerah ll;
f.    Pembantu  Pejabat  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  dan/atau  Pembantu

BUD;

9.    Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
h.   Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang;
i.     Pejabat penatausahaan Keuangan;

j.    Pembantu     pejabat     penatausahaan     keuangan     (petugas     penguji
kelengkapan        dokumen        dan/atau       verifikasi        harian        atas
penerimaan/pengeluaran,   petugas  I)enyusun  akuntansi  dan  laporan
keuangan SKPD);

k.   Bendahara penerimaan/pengeluaran;
I.     Bendahara pengeluaran pembantu;
in.  Bendahara Penerimaan Pembantu;
n.   Pembantu  Bendahara  Pengeluaran

dan Pengurus Gaji); dan
o.    Pembantu   Bendahara   Penerimaan

dan penyetor).

(penyusun  dokumen/Pembukuan

(penyusun   dokumen/pembukuan

(3)  Pejabat Pengelola  Barang sebagaimana dimaksud  pada ayat (1)  huruf   b  ,
terdiri dari  :

a.    Pengurus Barang dan Pembantu pengurus barang;
b.    Pejabat pembuat Komitmen;

c.    Pejabat pengadaan Barang dan Jasa;
d.    Pejabat   Pemeriksa   Hasil   Pekerjaali   (PjpHP)/Panitia   Pemeriksa   Hasil

Pekerjaan (PPHP); dan

e.    Pokja pengadaan Barang dan Jasa.

(4)  Pcjabat Pengelola Pelaksana Kegiatan sgbagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )
huruf c adalah Pejabat Pelaksana Teknjs Kegiatan.

(5)  Jabatan dengan tugas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf
d, terdiri dari  :

a.    StafAhli Bupati;

b.   Perangkat daerah penyelenggara fuiigsi pelayanan terpadu satu pintu;
c.    Sekretaris pribadi Bupati;
d.    Sekretaris Pribadi Wakil Bupati;

e.    Sekretaris pribadi sekretaris Daerah;



I.     Ajudan Bupati;

9.    Ajudan wakil Bupati;
h.   Ajudan Sekretaris Daerah;

i.     Star protokol;

j      Star pimpinan (Bupati, Wakil Bupati d.an sekretaris Daerah);
k.   Admin (Penanggungjawab sistem); daii
I.     Tim penilai Angka Kredit guru yang berasal dari pejabat fungsional guru.

Pasal 7

( I)  Pemberian TPP berdasarkan faktor objektif lainnya sebagaimana dimaksud
dalam pasal 6  hanya diberikan untuk satu jenis tunjangan.

(2)  Pemilihan jenis tunjangan sebagaimana (limaksud pada ayat (1) didasarkan
pada nilai tunjangan terbesar.

Pasal 8

( 1)  Pemberian TPP berdasarkan faktor objekl.if lainnnya sebagaimana dimaksud
dalam  pasal  6  ayat  (1)  huruf  a,  huruf  b  dan  huruf c  dikecualikan  bagi
perangkat daerah yang menangani fungsi pelayanan terpadu satu pintu.

(2)  Bagi perangkat daerah penyelenggara fungsi pelayanan terpadu satu pintu
sebagaimana dimaksud  ayat  (I)  diberikan TPP faktor objektif lainnya  dari
aspek jabatan dengan tugas tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 6
ayat (1)  huruf d.

Pasal 9
Pemberian   TPP   faktor   objektif  lainnya   dari   aspek  jabatan   tugas   tertentu
sebagaimana dimaksud  pada pasal 6 ayat I:5)  huruf c sampai dengan huruf k
diberikan berdasarkan beban kerja dan tugas tambahan.

BAB IV

PERHITUNGAN TPP

Bagian Kesatu
Perhitungan TPP K.:las .abatan

Paragraf 1
Formulasi Pe rh itungan

Pasal 1{'
TPP berdasarkan Kelas Jabatan untuk masi ng-masing kelas jabatan  ditentukan
dengan rumus sebagai berikut :

Nilai Kelas jabatan Tertinggi

Nilai Kelas jabatan x

Kelas Jabatan x
Kelag Jabatan Tertir ggi - Kelag Jabatan Terendah = Faktor Pengali

Besaran TPP Kelas LJabatan x =  Faktor pengali X INHJ



Pamgraf 2
INHJ

Pasal 11

(1)   INHJ sebagaimana dimaksud dalam pasal  10 merupakan nilai Rupiah yang
diberikan untuk setiap kelas jabatan.

(2)   INHLJ  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  ditetapkan  berdasarkan  Upah
Minimum Kabupaten.

(3)   INHLJ    sebagaimana   dimaksud    pada   ayat    (1)    diperoleh    sebagai    hasil
pembagian antara besaran Upah Minimum Kabupaten dibagi nilai rata-rata
kelas jabatan terendah.

Upah Minimum Kabupaten
INHJ Nilai Rata-Rata Kel€ s Jabatan Terendah

(4)  Prosentase INHJ untuk setiap jabatan ditjerikan sesuai dengan kemampuan
keuangan daerah.

Paragraf 3
Nilai Rota-Rata Kelas Jal.atan Terendah

Pasal 12
Nilai  rata-rata kelas jabatan  terendah  seba€;aimana dimaksud dalam pasal  I 1
ayat (3)  merupakan hasil pembagian antara jumlah total rentang nilai jabatan
pada kelas jabatan terendah dibagi 2 (dua).

Nilai  Rata-Rata  Kelas  Jabatan    =      Total Jumlah Rentang Nilai Jabatan Kelas Terendah
Terendah

Pasal 13
Besaran TPP kelas jabatan untuk setiap jab{itan ditetapkan lebih lanjut melalui
Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Perhitungan TPP Berdasarhan Falfror Objektif lrairmya

Paragraf :I
Pejabat pengelola keuangan daerah

Pasal  14.

( 1)  Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sel;rim mendapatkan TPP kelas jabatan
juga mendapatkan TPP faktor objektif la' nnya sebagaimana dimaksud dalam
pasal 6 ayat (1) huruf a dan pasal 6 ayat (2).

(2)  TPP   faktor objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (I)  diberikan
berdasarkan   besaran   pagu   anggaran  yang  dikelola  dalam   satu   tahun
anggaran.



(3)  Besaran  pagu  anggaran  serta  besaran  TPP  yang  diberikan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih 1€mjut melalui keputusan Bupati.

Paragraf 2
Pejabat Pengelola Barang

Pa8al 15

(1)  Pcjabat   Pengelola   Barang   selain   mend€ipatkan   TPP   kelas  jabatan  juga
mendapatkan  TPP  faktor  objektif  lainnya  sebagaimana  dimaksud  dalam
pasal 6 ayat (1) huruf b dan pasal 6 ayat 1`3).

(2)  TPP   faktor objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (I) diberikan
berdasarkan   besaran   pagu   anggaran  yang  dikelola   dalam   satu   tahun
anggaran.

(3)  Besaran  pagu  anggaran  serta  besaran  TPP  yang  diberikan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut melalui keputusan Bupati.

Paragraf 3
Pejabat Pengelola Pelaksana Kegiatan

Pasal 16

( 1)  Pejabat Pengelola Pelaksana Kegiatan sel€iin mendapatkan TPP kelas jabatan
juga  mendapatkan  TPP  berdasarkan  faktor  objektif  lainnya  sebagaimana
dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf c dan pasal 6 ayat (4).

(2)  TPP   faktor objektif lainnya sebagaimami dimaksud pada ayat (1) diberikan
berdasarkan   besaran   pagu   anggaran   yang  dikelola   dalam   satu   tahun
anggaran.

(3)  Besaran  pagu  anggaran  serta  besaran  TPP  yang  diberikan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut melalui keputusan Bupati.

Paragraf 4
•abatan Dengan Tug;as Tertentu

Pasal 17
Jabatan  dengan  tugas  tertentu  selain  merLdapatkan  TPP  Kelas  Jabatan juga
mendapatkan TPP Faktor Objektif Lainnya s}ebagaimana dimaksud dalam pasal
6 ayat (1) huruf d dan pasal 6 ayat (5).

Pasal 18
( 1)  Bagi Perangkat Daerah penyelenggara fungsi pelayanan terpadu satu pinlu

sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  6  ayat  (5)  huruf a  dan  pasal  8,  TPP
faktor  objektif  lainnya  diberikan   berdasarkan  capaian   /realisasi  target
pendapatan daerah sektor perijinan.

(2)  Pemberian TPP Faktor Objektif Lainnya  sebagaimana dimaksud  pada ayal
(1) menggunakan rumus  sebagai  berikut :

TPP Faktor Ol]jektlr I,alnnya = Re@lisasi  Target  Pendapatan  Bu'an  X

Target  Pendapatan Tahunan
X  0,7 X Total l`PP KelaB Jabatan dalam  I  (gatu) tahun
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(3)  Dalam hal capaian melebihi  target sebagajmana dimaksud pada ayat ( 1) TPP
faktor  objektif  lainnya  dibayarkan  sebesa.r-besarnya  70°/o  dari  TPP  Kelas
Jabatan setiap bulannya.

(4)  Target pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

Pasal 19
Dalam  hal   terdapat  perubahan   target  pendapatan   sebagaimana  dimaksud
dalam  pasal  18  ayat  (4)  pemberian  TPP  faktor  objektif lainnya  diberlakukan
rumus sebagai berikut :

TPP Faltor Objeltlf I,alnnyt. = X  0,7 X Total TPP KelaB Jabatan dalam  I  (8atu) tahun

Pasal 20

(I)  Bagi jabatan dengan tugas tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 6
ayat  (5)  huruf c  sampai  dengan  huruf k  dan  pasal  9,  TPP  faktor  objektif
lainnya diberikan sesuai tugas tambahan yang diberikan.

(2)  Besaran  TPP  faktor  objektif lainnya  seba.gaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
ditetapkan lebih lanj.ut  melalui Keputusan Bupati.

Pasal 21
Pemberian TPP faktor objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal  14,
pasal  15, pasal  16, pasal  17 dan pasal  18 dibayarkan setiap bulan bersamaan
dengan TPP Kelas Jabatan.

BABV
PROPORSI, TINGKAT KEIIADIRAN DAN CAPAIAN PENILAIAN KINER.A

Bagian Kes€ltu
Proporsi

Pasal 22

( 1)  TPP terdiri dari aspek beban kerja dan as}pek prestasi kerja, dengan proporsi
sebagai berikut :

a.   Beban Kerja sebesar 300/o; dan

b.  Prestasi Kerja sebesar 700/o.

(2)   Pengukuran   besaran  TPP  sebagaimana  dimaksud   pada  ayat   (I)   diatur
sebagai berikut :

a.  Beban Kerja diukur berdasarkan ting,kat kehadiran; dan
b.  Prestasi  kerja  diukur  berdasarkan  penilaian  kinerja  melalui  aplikasi

PA:Fun (Perfomance Agreement Report bg Electronic).

11



Bagian Kedua
Tingkat KehadLran

Paragraf 1
Pengukuran Tinghat Kehadiran

Pasal 23

(1)  Pengukuran   terhadap   aspek   tingkat   k{;hadiran   sebagaimana  dimaksud
dalam pasal 2 ayat (2) huruf a diberlakukan sebagai berikut :
a.   Bagi  Perangkat  Daerah/Unit  Kerja  yang  melaksanakan  5  (lima)  hari

kerja,  pengukuran  tingkat  kehadiran  diberlakukan  mulai  pukul  07.45
WIB sampai dengan pukul  15.45 WIB;

b.   Bagi  Perangkat  Daerah/Unit  Kerja  }'ang  melaksanakan  6  (enam)  hari
kerja,  pada hari  Senin sampai dengan hari Jum'at diberlakukan mulai
pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul  14.30 WIB dan pada hari Sabtu
diberlakukan mulai pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul  13.00 WIB;

c.    Jam  Istirahat  bagi  Perangkat  Daerah/Unit  Kerja  yang  melaksanakan
5  (lima)  hari  kerja,  pada hari  Senin  €;ampai dengan  Kamis mulai  pukul
12.00  sampai  dengan  pukul   12.30  WIB  dan  pada  hari  Jum'at  mulai
pukul  11.45 WIB sampai dengan pukul  13.00 WIB; dan

d.   Jam istirahat bagi  Perangkat Daerar/Unit Kerja yang melaksanakan  6
(enam) hari kerja, pada Senin sampai dengan Jum'at mulai pukul  12.00
WIB  sampai  dengan  pukul  13.00  W[B  dan  pada  hari  sabtu  tidak  ada
waktu istirahat.

(2)  Ketentuan  mengenai  jam  kerja  sebagaimana  pada  ayat  (1)  dilaksanakan
berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal £!4

( 1)  Pegawai yang tidak masuk kerja tanpa keterangan yang syah sebagaimana
dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf e dikenakan pemotongan TPP   dari
aspek beban kerja/tingkat kehadiran, d(mgan ketentuan sebagai berikut:
a.    Perangkat Daerah/unit kerja yang rnemberlakukan  5  (lima)  hari kerja,

berlaku ketentuan sebagai berikut :
1.   Pegawai yang tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah < 7200

menit  kerja  dari jumlah  total  in.=nit  kerja  seharusnya  secara  terus
menerus  atau  secara  akumulatif    dalam  satu  bulan  dikenakan
pemotongan TPP berdasarkan j`imlah  total menit  kehadiran  dibagi
total jumlah menit wajib hadir dikali  100°/o (seratus persen);

2.   Pegawai yang tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah selama
2 7200 menit kerja dari jumlah 1.otal menit kerja seharusnya secara
terus  menerus  atau  akumulati].  dalam   1  (satu)  bulan,  dikenakan
pemotongan sebcsar  100% (seral,us persen).

b.   Perangkat Daerah/unit kerja yang  memberlakukan 6  (lima)  hari kerja,
berlaku ketentuan sebagai berikut :

1.   Pegawai yang tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah < 6300
menit kerja  dari jumlah  total  rrLenit kerja  seharusnya  secara  terus
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menerus  atau  secara  akumulatif    dalam  satu  bulan  dikenakan
pemotongan TPP berdasarkan jumlah  total  menit kehadiran  dibagi
total jumlah menit wajib hadir dikeili  100°/o (seratus persen); dan

2.   Pegawai yang tidak masuk kerja tanpa keterangan yang syah selama
2 6300 menit kerja dari jumlah tot.al menit kerja seharusnya secara
terus  menerus  atau  akumulatif  (lalam   I   (satu)  bulan,  dikenakan
pemotongan sebesar  100°/o (seratu's pcrscii).

(2)   Selain mendapatkan sanksi pemotongin TPP, Pegawai yang tidak masuk
kerja  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dikenakan  sanksi  lainnya
sesuai ketentuan perundang-undang€in yang mengatur tentang disiplin
PNS.

Pasal 25,

Bagi  Perangkat  Daerah/unit  kerja  yang  melaksanakan  5  (lima)  hari  kerja,
Pegawai yang terlambat masuk kerja dan/ atau pulang mendahului sebagaimana
dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf f dikenakan pemotongan TPP dari aspek
beban kerja/tingkat kehadiran  dengan perhitungan sebagai berikut:

T= jumlah  MenitKehadiranpegawaidalamsatu  bulan          x   o,3ni|aitotal   TPP

480   X   Banyaknya  Hari  Kerja  dalam  satii  Bulan

Keterangan :

T              :    Jumlah TPp setelah pemotongan

480         :    Jumlah Jam Kerja Bfektif dalam  1  (satu) Hari Kerja bagi yang memberlakukan
5 hari kerja (Dalam Menit)

0,3          :    Proporsi Besaran TPp  dari Aspek bcban kerja/tingkat kehadiran

Pasal 26
Bagi  Perangkat Daerah/unit kerja yang melaks;makan 6  (Enam)  hari kelja,   Pegawal
yang  terlambat  masuk  kerja  dan/atau  pulang  mendahului  sebagaimana  dimaksud
dalam  pasal  3  ayat  (1)  huruf f dikenakan  pem(ttongan  TPP kelas jabatan  dari  aspek
beban kerja/tingkat kehadiran  dengan perhitur]gan sebagai berikut:

T  =            Jumlah  Menit  Kehadiran  pegawai  dalam  satii  bulan X   0,3 X Nilai Total TPP

420  X   Banyaknya  Hari  Kerja  dalam  satu  Bulan

Keterangan :

T            :    Jumlah TPp setelah pernotongan

420       :    Uumlah Jam Kerja Efcklifdalam  1  (®atu) IIari Kelja bagiyangmemberlakukan 6 hari
kerja (Dalam Menit)

0,3        :    Proporsi Besaran TPP Kelas Jabatan Aspck beban kerja/tingkat kehadiran

Pasal 27
(1)   Bagi  Pegawai  yang  melaksanakan  jam  kerja  sistem  shif  dan/atau  piket

selama 24 jam berlaku ketentuan :
a.   Pengaturan jam kerja tetap memperhatikan ketentuan minimaljam kerja

dalam satu bulan;
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b.   Pegawai ada saat melaksanakan tugas piket 24 jam wajib mengisi daft,ar

hadir masuk kerja menggunakan aplikasi SIAP dan daftar hadir manual
di Perangkat Daerahnya; dan

c.    Pegawai  yang  telah  melaksanakan  tugas  piket  24  jam  wajib  mengisi
daftar hadir manual di Perangkat Dae rahnya.

(2)   Daftar    Pegawai    yang    melaksanakan    tugas    piket    dan    daftar    hadir
sebagaimana dimaksud  pada ayat  ( I)  wa.jib disampaikan  kepada BKPSDM
setiap bulannya.

(3)   Bagi Pegawai yang tidak melaksanakan tugas piket dan/atau tidak masuk
kerja di luar piket dikenakan pemolongal TPP   menggunakan formulasi di
bawah :

T=            Jumlah  MenitKehadiranpegawaidalamsatu  bulandilllarpiket+Jamkerja  piket         x   o,3ni|aitota|   TPP
480(atau  420)   X   Banyaknya  Hari  Kerja  dalam  satu  Bulan  di  I.uar  Piket +Jam  Kerja  Piket

Keterangan :

T              :    Jumlah TPp setelah pemotongan

480         :    Jumlah Jam Kerja Bfektif dalam  1  (sai.u) Hari Kerja bagi yang memberlakukan
5 hari kep.a (Dalam Menit)

420              Jumlah Jam Kerja Efektif dalam  I  (sa:u) Hari Kerja bagi yang memberlakukan
6 hari kerja (Dalam Menit)

0,3           :    Proporsi Besaran TPp  dari Aspek beban kelja/tingkat kehadiran

Pasal 28

(1)   Bagi     Pegawai    yang     tidak     melaksanakan     kegiatan     tertentu    yang
diperintahkan oleh pimpinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat ( I)
huruf g dikenakan pemotongan TPP, dengan ketentuan sebagai berikut :
a.    bagi   Pejabat   Pimpinan   Tinggi   Pra.:ama,   Pejabat   Administrator   dan

Pejabat Pengawas apabila tidak menghadiri :
1.    rapat paripurna LKPJ;

2.    rapat paripurna APBD;

3.   rapat paripurna istimewa HUT Kcmerdekaan RI; dan
4.   rapat paripurna istimewa HUT K{ibupaten Karawang.

dikenakan  pemotongan TPP dari  as`3ek beban  kerja/tingkat kehadiran
sebesar20°/o;

b.   bagi   Pejabat   Pimpinan   Tinggi   Pratama,   Pejabat   Administrator   dan
Pejabat  Pengawas  apabila   tidak  menghadiri   rapat  paripurna   selain
sebagaimana dimaksud pada huruf a angka  I  sampai dengan angka 4,
dikenakan  pemotongan TPP dari aspek beban  kerja/tingkat kehadiran
sebesar  |o o/o;

c.    bagi  Pejabat  Pimpinan  Tinggi  Pratama,  Pejabat  Administrator,  Pejabat
Pengawas,   Pejabat   Pelaksana,   dan   Pejabat   Fungsional   yang   tidak
menghadiri  upacara  hari-hari  besar  nasional,  dikenakan  pemotongan
TPP dari aspek beban kerja/tingkat kehadiran sebesar 5 0/o; dan

d.   bagi  Pejabat  Pimpinan  Tinggi  Pratama,  Pejabat Administrator,  Pejabal
Pengawas,   Pejabat   Pelaksana,   dan   Pejabat   Fungsional   yang   tidak
menghadiri     kegiatan      lainnya     yang     diperintahkan,      dikenakan
pemotongan TPP dari aspek beban k.erja/tingkat kehadiran sebesar 5 °/o.
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(2)  Pejabat Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a dan huruf b
adalah Lurah.

(3)  Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dari Pejabat Fung§ional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d hanya untuk yang ditugaskan
berdasarkan        Surat        Perintah        B dpati/ Wakil        Bupati/ Sekretaris
Daerah/ Kepala Perangkat Daerah.

Paragraf 2
Perangkat Pencatat Data Kehadiran

Pasal 29

( 1)   Perangkal pencatat data kehadiran menggunakan aplikasi Sistem Informasi
Absensi  Pegawai  (SIAP)  berbasis  androi(I  dan  GPS  yang  dilakukan  secara
terintegrasi antara seluruh Perangkat Daerah dengan BKPSDM.

(2) Perangkat pencatat data kehadiran untuk kegiatan-kegiatan tertentu dapat
menggunakan absensi finger print.

Bagian Keti.ga

Pengulmran Capai€Ln Kinerja
Pasal 30

( 1)  Pengukuran besaran TPP dari  aspek caFaian penilaian kinerja sebagaimana
dimaksud Pasal 22   ayat (I) huruf b, beilaku ketentuan sebagai berikut :

a.    apabila  capaian  kinerja  bulanan  lcbih  besar  atau  sama  dengan  85%
diberikan TPP dari aspek capaian kj.nerja sebesar  100%;

b.    apabila capaian kinerja Bulanan kurang dari 50% tidak diberikan TPP
dari aspek capaian kinerja; dan

c.     apabila  capaian  Kinerja  Bulanan  €Lntara  50%  sampai  dengan  kurang
dari 85% diberikan TPP dari aspek t:apaian kinerja, dengan rumus 50 +
{1,43 x (Capaian SKP Bulanan -50; .

(2)   Selain pengukuran aspek capaian penil;lian kinerja sebagaimana dimaksud
pada ayat ( 1), penilaian kinerja juga didasarkan pada kewajiban:
a.    menyampaikan LHKPN sesuai dengin ketentuan perundang-undangan;
b.    menyampaikan    Laporan    Kinerja/'LKIP    (Perencanaan    Kinerja    dan

Pelaporan    Kinerja)    Pcrangkat    Dacrah    sesuai    dengan    ketentuan
perundang-undangan;

c.    menyampaikan  Laporan  Keuangan  dan Aset  Perangkat Daerah  sesuai
dengan ketentuan perundang-unda ngan;

d.    menyampaikan   laporan   Tindak   Lanjut   Hasil   Pemeriksaan   aparat
pengawasan;

e.     menyampaikan laporan realisasi pc`ngadaan barang/jasa;
f.     melaksanakan  penyusunan,  pengukuran  dan  penilaian  prestasi  kerja

(SKP) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
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9.    kewajiban lainnya yang diperintahkan ketentuan perundang-undangan,
pemerintah  pusat,  pemerintah  proviiisi  dan/atau  Pemerintah  Daerah
baik yang bersifat reguler maupun insidentil.

(3)   Dalam   hal   Pegawai   dan/atau   Perangkat   Daerah   tidak   melaksanakan
kewajiban sebagaimana dimaksud pada €.yat (2) berlalm ketentuan sebagai
berikut :

a.    Pemberian TPP ditunda sampai melaksanakan kewajibannya;
b.   Dalam  hal  sampai batas waktu yang ditentukan  belum  melaksanakan

kewajibannya sebagaimana dimaksud  pada huruf a, berlaku ketentuan
sebagai berikut :

1.   3   (tiga)   bulan   setelah   di   lantik/baru   diangkat,   Pegawai   tidak
menyampaikan   LHKPN   dikenak€in   pemotongan   TPP   dari   aspek
prestasi  kerja  sebesar  15%  setiap  bulan  berikutnya  sampai  yang
bersangkutan menyampaikan LHKPN ;

2.   Sampai   dengan   tanggal   31   Maret   pada   tahun   berjalan,   tidak
menyampaikan  LHKPN  Tahunan  dikenakan  pemotongan  TPP  dari
aspek  prestasi  kerja  sebesar  15°/]  setiap  bulan  berikutnya  sampai
yang bersangkutan menyampaikan LHKPN Tahunan ;

3.   Kepala  Perangkat  Daerah,  apabjla  tidak  menyampaikan   Laporan
Kinerja/LKIP  (Perencanaan  Kiner.a dan  Pelaporan  Kinerja)    2  (dua)
bulan   setelah   tahun   anggaran   berakhir   (akhir   Februari   tahun
berjalan)   atau   batas   waktu   yang   telah   ditentukan,   dikenakan
pemotongan TPP dari aspek prestasi kerja sebesar 150/o setiap bulan
sampai      dengan      Kepala      Pet.angkat      Daerah      bersangkutan
menyampaikan Laporan Kinerja/ I,KIP;

4.   Kepala  Perangkat  Daerah,  apabila  tidak  menyampaikan  Laporan
Keuangan dan Aset Tahunan Perangkat Daerah 2 (dua) bulan setelah
tahun anggaran berakhir (akhir Februari tahun berjalan) atau batas
waktu yang telah ditentukan, dik(makan pemotongan TPP dari aspek
prestasi  kerja  sebesar   15°/o   setjap  bulan   sampai  dengan   Kepala
Perangkat Daerah bersangkutan menyampaikan Laporan Keuangan
dan Aset Perangkat Daerah;

5.   Kepala    Perangkat    Daerah    dan/atau    Pegawai,    apabila    tidak
menyampaikan  Laporan  Tindak  Lanjut  Hasil  Pemeriksaan  Aparat
Pengawasan sampai batas waktu yang telah ditentukan, dikenakan
pemotongan TPP dari aspek presl:asi kerja sebesar  15% setiap bulan
sampai      dengan      Kepala      Perangkat      Daerah      bersangkutan
menyampaikanya;

6.   Kepala  Perangkat  Daerah,   apal)ila  tidak  menyampaikan   laporan
realisasi pengadaan barang/jasa tahunan Perangkat Daerah sampai
batas waktu yang telah ditentuk€in, dikenakan pemotongan TPP dari
aspek prestasi kelja sebesar loo/o setiap bulan sampai dengan Kepala
Perangkat Daerah bersangkutan menyampaikanya;dan

7.   Pejabat  Pimpinan  Tinggi  Pratama,  Pejabat  administrator,  Pejabat
Pengawas,  Pejabat  Pelaksana  dan  Pejabat  Fungsional  yang  tidak
melaksanakan   penyusunan,   pengukuran   dan   penilaian   prestasi
kerja  (SKP),  tidak diberikan TPP  Kelas LJabatan  dari  aspek  prestasi
kerja  dan  akan  dikenakan  sanksi  administratif  sesuai  ketentuan
perundang-undangan yang berla ku.
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(4)   Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  Penilaian  Kinerja  Pegawai  diatur  dalam
Peraturan Bupati tersendiri.

BAD VI

PBNGANcoARAN, VERIFIKASI DAN VAI,IDASI SBRTA PBMBAYARAN
Bagian Kesal:u
Penganggara.n

Pasal 31

( I)   Anggaran TPP diusulkan oleh kepala Perangkat Daerah kepada TAPD untuk
dicantumkan dalam APBD.

(2)   Penentuan jumlah besaran anggaran TPI' disesuaikan dengan kemampuan
keuangan Daerah.

Bagian Kedua
Verifikasi dan Validasi

Paragraf   ]L

Data Pegawai, Rekapitula8i  Kehadiran dan Capalan PARE

Pa8al 32
Pemberian   TPP   setiap   bulan   berdasarkan   data   pegawai,   hasil   rekapitulasi
kehadiran dan capaian penilaian kinerja Pegawai bulan sebelumnya.

Pasal 33

(1)   Rekapitulasi     kehadiran     sebagaimami     dimaksud     dalam     pasal     32
disampaikan oleh masing-masing penge]ola kepegawaian Perangkat Daerah
berdasarkan   print   out/cetak   laporan   aplikasi   SIAP  untuk   selanjutnya
disampaikan kepada BKPSDM untuk dilaksanakan veririkasi dan validasi.

(2)   Dalam  hal  keabsahan  print out/cetak  ]aporan  aplikasi  SIAP sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diragukan, pencairan TPP bulan berjalan Perangkat
Daerah dimaksud ditunda sampai deng€in dinyatakan valid oleh BKPSDM.

(3)   Dalam   hal   data   print   out/cetak   laporan   aplikasi   SIAP   sebagaimana
dimaksud    pada   ayat    (1)    terbukti    secara    sengaja   dimanipulasi    dan
dinyatakan  tidak  valid  oleh  BKPSDM,  pencairan  TPP  Kelas  Jabatan  dari
aspek  tingkat  kehadiran  dikenakan  pcmotongan  sebesar  10  °/o  (Sepuluh
Prosen) bagi seluruh Pegawai Perangkat Daerah dimaksud.

Pasal  3,,
(I)   Selain  menyampaikan  print out/cetak  laporan  aplikasi  SIAP sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 32,  Perangkat Daerah menyampaikan data capaian
penilaian  kinerja  bulan  sebelumnya  melalui  cetak  laporan  aplikasi  PARE
untuk pengajuan pembayaran TPP dari aspek prestasi kerja.

(2)  Besaran TPP dari aspek prestasi kerja yang diajukan untuk setiap pegawai
pada Perangkat Daerah menggunakan  {etentuan Pasal 30.
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Paragraf 2
Verifikasi dan Validasi Data Pengajuan Pembayaran TPP Faktor Ot)jektir

Lainnya
Pasal 35

(1)   Selain  verifikasi  dan  validasi  data  ajuar]  pembayaran  TPP  Kelas  Jabatan
sebagaimana  dimaksud  dalam   Pasal   3:2,   Pasal   33   dan   Pasal  34,  juga
dilaksanakan veririkasi dan validasi aj.uan pembayaran TPP Faktor Objektif
Lainnya.

(2)   Verifikasi  dan Validasi ajuan  pembayara 1 TPP Faktor objektif lainnya dari
aspek  Pejabat  Pengelola  Keuangan  Daenih,  Pejabat  Pengelola  Barang dan
Pejabat Pengelola Pelaksana Kegiatan  sel)agaimana dimaksud dalam Pasal
6 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c berdasarkan besaran pagu anggaran
yang dikelola oleh masing-masing pejaba: dalam tahun anggaran berjalan.

(3)   Verifikasi dan Validasi data ajuan pemb€iyaran TPP Faktor objektif lainnya
dari aspek Jabatan Dengan Tugas Tertentu sebagaimana dimaksud dalam
pasal 6 ayat ( 1)  huruf d untuk Perangkal: Daerah penyelenggara pelayanan
perizinan  terpadu  satu  pintu  dilaksanak.an  berdasarkan  capaian/realisasi
pendapatan sektor perizinan sebagaimana diatur dalam pasal  18 dan pasal
19.

(4)   Verifikasi dan Validasi data ajuan pemb€ayaran TPP F`aktor objektif lainnya
dari aspek Jabatan Dengan Tugas Terte.|tu sebagaimana dimaksud dalam
pasal  6  ayat  (I)  huruf  d  dan  ayat  (5)  huruf  b  sampai  dengan  huruf  k
dilaksanakan berdasarkan tugas tambah an yang diberikan.

Pasal 36

(1)   Kepala Perangkat Daerah  selambat-1amt)atnya  7  (Tujuh)  hari  kerja  setelah
pengesahan    DPA/DPA    Perubahan    menyampaikan    daftar   rekapitulasi
kegiatan    beserta    Pagu    Anggaran    kepada    BKPSDM    sebagai    dasar
melaksanakan  verifikasi  dan  validasi  pengajuan  pembayaran  TPP  Faktor
Objektif Lainnya dari aspek Pengelola Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola
Barang dan  Pejabat Pengelola  Pelaksami Kegiatan  sebagaimana dimaksud
dalam pasal 35 ayat (2)  setiap bulannya.

(2)   Kepala  Perangkat  Daerah  mengajukan  pembayaran  TPP  Faktor  Objektif
Lainnya dari aspek   Pengelola KeuangarL Daerah,  Pejabat Pengelola Barang
dan Pcjabat Pcmgelola Pelaksana Kegiatan setiap bulannya kepada BKPSDM
untuk dilaksanakan verifikasi dan valid€isi data.

(3)   BKPSDM  berdasarkan daftar rekapitulasi kegiatan beserta Pagu Anggaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  melaksanakan verifikasi dan validasi
data pengajuan pembayaran TPP Faktor Objektif Lainnya dari aspek Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah, Pejabat Peri gelola Barang dan Pejabat Pengelola
Pelaksana Kegiatan.

(4)   Dalam hal hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diragukan  keabsahannya,  pembayaran  TPP  Faktor  Objektif  Lainnya  dari
aspek   Pengelola Keuangan Daerah,  Pejabat Pengelola Barang dan Pejabat
Pengelola     Pelaksana     Kegiatan     ditunda     sampai     dengan     BKPSDM
menyatakannya valid.
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(5)   Dalam  hal  data  pengajuan  pembayaran  TPP  F`aktor Objektif Lainnya dari
aspek   Pengelola Keuangan Daerah,  Pejabat Pengelola Barang dan  Pcjabat
Pengelola Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , terbukti
secara  sengaja  dimanipulasi,  dikenakan  pemotongan  TPP  Faktor  Objektif
Lainnya dari  aspek Pengelola Keuangan  Daerah,  Pejabat Pengelola Barang
dan   Pejabat   Pengelola  Pelaksana  Kegiatan   sebesar   10  %   bagi   seluruh
Pegawai Perangkat Daerah dimaksud.

Pasal 37
(I)   Kepala  Perangkat  Daerah  penyelenggara  fungsi  pelayanan  terpadu  satu

pintu   selambat-lambatnya   7    (Tujuh)    Hari   kerja   sejak   ditetapkannya
Keputusan  Bupati  tentang  penetapan   :arget  pendapatan  daerah  sektor
perizinan      sebagaimana      dimaksud      dalam      Pasal       18      ayat      (4)
menyampaikannya  kepada  BKPSDM  sebagai  dasar  untuk  melaksanakan
vcrifikasi  dan  validasi  pengajuan  pembayaran  TPP  Faktor  objektif lainnya
dari aspek jabatan dengan tugas tertentu .

(2)   Kepala  Perangkat  Daerah  penyelenggara  fungsi  pelayanan  terpadu  satu
pintu  menyampaikan pengajuan  pembayaran TPP Faktor Objektif Lainnya
dari  aspek  Jabatan  dengan  tugas  terte]itu  untuk  setiap  pegawai  kepada
BKPSDM   menggunakan   formulasi   perhitungan   sebagaimana   dimaksud
dalam  pasal  18  ayat  (2)  atau  pasal  19  untuk dilaksanakan  verifikasi  dan
validasi.

(3)   BKPSDM    berdasarkan    Keputusan    Bupati    tentang    penetapan    target
pendapatan  daerah  sektor perizinan  sebagaimana dimaksud  pada ayat (1)
melaksanakan  verifikasi  dan  validasi  keabsahan  pengajuan  pembayaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4)   Dalam hal hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diragukan  keabsahannya,  pembayaran  TPP  Faktor  Objektif  Lainnya  dari
aspek  Jabatan  dengan  tugas  tertentu  ditunda  sampai  dengan  BKPSDM
menyatakannya valid.

(5)   Dalam hal perhitungan sebagaimana din-.aksud pada ayat (2) terbukti secara
sengaja  terdapat  manipulasi,  dikenakan  pemotongan  TPP  Faktor  Objektif
Lainnya  dari  aspek  Jabatan  dengan  tiigas  tertentu  sebesar   10  °/o  bagi
seluruh Pegawai Perangkat Daerah penyelenggara pelayanan perizinan satu
pintu.

Pa8al 38

(1)   Kepala  Perangkat  Daerah  mengajukan   pembayaran  TPP  F`aktor  objcktif
lainnya dari aspek Jabatan Dengan Tuga.s Tertentu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 (ayat)  1  huruf d dan ayat (5) huruf b sampai dengan huruf k
Setiap   bulannya   kepada   BKPSDM   uiituk   dilaksanakan   Verifikasi   dan
Validasi.

(2)   BKPSDM   melaksanakan   veririkasi   dan   validasi   keabsahan   pengajuan
pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
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Paragraf 3
Tim Veririkasi Dan Valida8i

Pasal 39
(1)   Untuk  melaksanakan  verifikasi  dan  validasi  pengajuan  pembayaran  TPP

dibentuk Tim Verifikasi dan Validasi TPP.

(2)   Tim Verifikasi dan Validasi TPP sebagaimilna dimaksud pada ayat ( 1) terdiri
dari  :

a.   Tim Veririkasi  dan Validasi Perangkal. Daerah; dan

b.   Tim Veririkasi dan Validasi Kabupateii.

Pasal 40
( 1)   Tim Veririkasi dan Validasi Perangkat Da(;rah sebagaimana dimaksud dalam

pasal  39  ayat  (2)  huruf a  sekurang-kui.angnya  berjumlah  3  (Tiga)  Orang
terdiri   dari   pejabat   struktural   yang   menangani   Kepegawaian,   pejabat
struktural  yang  menangani  perencanaan  serta  pejabat  struktural  yang
menangani keuangan.

(2)   Tim Verifikasi dan Validasi  Perangkat Dtierah sebagaimana dimaksud pada
ayat ( 1) huruf a berkedudukan di masin{;-masing Perangkat Daerah berada
di  bawah  unit  kerja  yang  menangani  '..ungsi  kepegawaian  dengan  tugas
meliputi :

a.   menerima   dan   mengumpulkan   data   bahan   pembayaran  TPP   Kelas
Jabatan dan TPP F`aktor Objektif Lai.inya Perangkat Daerahnya beserta
data pendukung lainnya;

b.   melaksanakan   keabsahan   data   pendukung   pembayaran   TPP   Kelas
Jabatan   dan   TPP   faktor   Objektif   Lainnya   bagi   setiap   Pegawai   di
lingkungan Perangkat Daerah masing-masing, meliputi ;
1.   TPP Kelas Jabatan, terdiri:

1.   data pegawai beserta kelas jabatannya;
2.   cetak laporan kehadiran dari aplikasi SIAP;

3.   capaian kinerja dari aplikasi  PARE; dan

4.   data pendukung lainnya.
2.   TPP Faktor Objektif Lainnya, me]iputi :

1.   Aspek Pengelola Keuangan D€lerah, Pejabat Pengelola Barang dan
Pejabat Pengelola Pelaksana ]{egiatan berupa Daftar Rekapitulasi
Kegiatan dan besaran pagu anggaran tahun berjalan serta data
pendukung lainnya; dan

2.   Aspek Jabatan  Dengan  Tuga.s  Tertentu  bagi  Perangkat  Daerah
penyelenggara  pelayanan  p€`rijinan  terpadu  satu  pintu  berupa
Keputusan  Bupati  tentang  penetapan  target  beserta  realisasi
pendapatan   Daerah   sektor   perizinan   dan   data   pendukung
lainnya.

C. melaksanakan perhitungan besarari TPP Kelas Jabatan dan  TPP F`aktor
objektif lainnya bagi setiap Pegawai di Lingkungan Perangkat Daerahnya
sesuai ketentuan yang berlaku;
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d.    menyampaikan  hasil  keabsahan  dan  perhitungan  TPP  Kelas  Jabatan
dan  TPP  faktor  objktif  lainnya  kepada  Tim  Veririkasi  dan  Validasi
Kabupaten  selambat-1ambatnya  tanggal   10  bulan  berikutnya  untuk
diproses lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku;

penyampaian data hasil verifikasi dar  validasi data bahan pembayaran
TPP  menggunakan  format  sebagaim€.na  tercantum  dalam  Lampiran  I
Peraturan Bupati ini.
Hasil perhitungan TPP Kelas Jabatan  dan   TPP Faktor objektif lainnya
menggunaan    format    sebagaimana    tercantum    dalam    lampiran    11
Peraturan Bupati ini.

(3)  Dalam hal terdapat kekosongan pejabat :struktural sebagaimana dimaksud
pada  ayat   (1),   Kepala  Perangkat  Daerah  menunjuk  pejabat  struktural
lainnya yang memiliki keterkaitan tugas ]]okok dan fungsi.

(4)  Tim Veririkasi dan Validasi Perangkat Dacrah ditetapkan melalui Keputusan
Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 41

(1)  Tim Verifikasi dan Validasi Kabupaten scbagaimana dimaksud dalam pasal
39 ayat (2) huruf b berkedudukan di BKPSDM dengan tugas meliputi :
a.   menerima dan mengumpulkan data pendukung pembayaran TPP Kelas

LJabatan dan TPP Faktor Objektif LairLya dari Perangkat Daerah;

b.   melaksanakan keabsahan data pendukung pembayaran TPP meliputi :
1.   TPP Kelas Jabatan terdiri dari cetak laporan kehadiran dari aplikasi

SIAP,   capaian   kinerja   dari   aplikasi   PARE   dan   data   pendukung
lainnya;

2.   TPP F`aktor Objektif Lainnya, terdiri dari :

a)    aspek Pengelola Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Barang dan
Pejabat Pengelola Pelaksana Kegiatan berupa Daftar Rekapitulasi
Kegiatan dan besaran pagu anggaran  tahun berjalan  serta data
pendukung lainnya;

b)   aspek Jabatan  Dengan  Tugas  Tertentu  bagi  Perangkat  Daerah
penyelenggara  pelayanan  pe]-ijinan  terpadu  satu  pintu  berupa
Keputusan  Bupati  tentang  penetapan  target  beserta  realisasi
pendapatan  Daerah  sektor  perizinan,  perhitungan  besaran TPP
dari    Perangkat   Daerah    penyelenggara    pelayanan    perizinan
tcrpadu satu pintu dan data pendukung lainnya; dan

c.    mengesahkan hasil verifikasi dan va`.idasi data pembayaran TPP dengan
membubuhkan   tanda   tangan   pada   format   sebagaimana   tercantum
dalam Lampiran Ill Peraturan Bupati ini disertai berita acara penetapan
pagu  anggaran yang akan  diusulkan  ke  Badan  Pengelolaan  Keuangan
dan aset Daerah.

(2)   Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  Tim  Verifikasi  dan  Validasi  Kabupaten
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
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Bagian Ketiga
Pembayarat]

Pasal 42

(I)   Mekanisme  pengajuan  pembayaran  TPP  disesuaikan  dengan  sistem  dan
prosedur   pengelolaan    keuangan   yang   berlaku    setelah    mendapatkan
pengesahan Tim verifikasi dan validasi Kabupaten.

(2)  Pembayaran TPP pada bulan berjalan menggunakan data pegawai dan hasil
perhitungan   tingkat   kehadiran   serta   capaian   penilaian   kinerja   bulan
sebelumnya.

(3)  Dalam  hal  terjadi  keterlambatan perubahan data kepegawaian yang harus
dilaporkan  kepada  BKPSDM  dan  Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset
Daerah dari waktu yang telah ditentukan maka tambahan penghasilan bagi
PNS yang bersangkutan dibayarkan sesu€.i jumlah data sebelum perubahan.

(4)  Apabila  terjadi  selisih  pembayaran  mak€i  akan  dilaksanakan  penyesuaian
sebagaimana mestinya.

(5)   Pembayaran TPP dilakukan melalui mek€inisme SPP-LS.

(6)   Dalam hal Pegawai yang mendapatkan pengecualian sebagaimana dimaksud
dalam    Pasal  3  ayat  (1),  Perangkat  Daerah  mengajukan  pembayaran  TPP
sesuai  dengan jumlah  yang  akan  didapat  oleh  Pegawai  tersebut  dengan
dilampiri bukti administrasi yang diperlukan.

(7)   Dalam  hal  Pegawai  yang  tidak  mendap€itkan  TPP  sebagaimana  dimaksud
dalam   pasal   3   ayat   (2),   Perangkat    Daerah   tidak   perlu   mengajukan
pembayaran TPP bagi Pegawai tersebut dengan dilampiri bukti administrasi
yang diperlukan.

BAD VII
P&JABAT PELAKSANA TUGAS, ALIH TUGAS PNS DAN ALIH STATUS CPNS

Bagian Kesiitu
Pejabat Pelak8anLa Tugs8

Pasal 43
(1)  Pegawai yang ditunjuk  sebagai  pejabat  pelaksana  tugas  (Plt)  pada jenjang

jabatan lebih tinggi, diberikan TPP sesuai besaran TPP  pejabat definitipnya
dan    dibayarkan    oleh    Perangkat    Daerah    tempat    Pegawai    dimaksud
melaksanakan tugas sebagai Plt.

(2)  Pegawai  yang   ditunjuk   sebagai   pejabat   pelaksana   tugas   pada  jcnjang
jabatan yang setingkat,  diberlakukan ketentuan memilih TPP berdasarkan
besarannya.

Bagian Ke{lua
Alih Tugas PHS

Pasal 44
(I)   Dalam hal terjadi perpindahan dan/at€iu penugasan  Pejabat Pelaksana ke

Perangkat Daerah lainnya, pembayarar TPP bulan berjalan/bulan pertama
di  Perangkat Daerah  baru,  menggunakan data tingkat kehadiran,  capaian
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kinerja   serta diusulkan pembayarannya ()1eh Perangkat Daerah yang lama
sesuai dengan kelas jabatan yang diampunya.

(2)   Pembayaran   TPP   pada   Perangkat   Daerah   baru   diusulkan   di   bulan
berikutnya   berdasarkan   kelas  jabatan   sebagaimana   tercantum   dalam
KeputusanPejabatyangBerwenangtentangalihtugasjabatan.

(3)   Dalam  hal  terjadi  kenaikan  ke|as ]abatan  dan  anggaran  pada  Perangkat
Daerah  baru  tidak  mencukupi,  kekurangan  pembayaran  TFP  dibayarkan
melalui APBD perubahan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

pasal 45

Dalam   hal   terjadi   alih   tugas   Pejabat   Stniktural,   pembayaran  TPP   masih
berdasarkan kelas jabatan, data jabatan struktural dan dibayar oleh Perangkat
DaerahsebelumnyapadabulanpertamaPegawaitersebutbertugasdiPerangkat
Daerah baru.

pasal 46

Dalam hal terjadi alih tugas dari pejabat pelaksana dan/atau pejabat struktural
menjadi  pejabat  fungsional  tertentu  apabila  terjadi  kekurangan  pembayaran
nilai  TPP  sesuai  jabatan   fungsional  terteritu  yang  diampunya,   dibayarkan
melalui APBD Perubahan sesuai kemampuaii keuangan Daerah.

Bagian Ketfiga

Alih Status CPNS menjadi PHS

Pasal 47

(1)   Pembayaran TPP bagi CPNS formasi jabatan pelaksana dibayarkan sebesar
80  %   dari  nilai  TPP  kelas  jabatan  terendah   sampai   dengan   terbitnya
keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi PNS.

(2)   Dalam hal  setelah  terbitnya keputusan  sebagaimana dimaksud  pada ayaL
(1)belumditetapkankelasjabatandan/€itautidaktersedianyakotak/wadah
jabatan  pada peta jabatan, TPP diberikan sebesar  loo %  (Seratus  Prosen)
dari nilai TPP kelas jabatan terendah.

Pasal 48

Pembayaran  TPP  bagi  CPNS  formasi jabatan  fungsional  tertentu  dibayarkan
sebesar 80 % (Delapan Puluh Prosen) dari nilai TPP jabatan fungsional tertentu
tersebut.

BAB VIII

TPP BULAN  13 DAN  14

Pasal 4!'

(1)   Selain mendapatkan TPP reguler, Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah
dapat diberikan TPP Bulan  13 dan Bulan  14 sesuai ketentuan Perundang-
undangan.
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(2)  TPP bulan  13  dan bulan  14 sebagaimana dimaksud pada ayat (I) diberikan
sesuai   dengan   kemampuan   keuangan   Daerah,   dengan   memperhatikan
kriteria sebagai berikut :

a.    rata-rata  capaian  penilaian  kinerja  1)ulan-bulan  sebelumnya  dengan
kriteria baik;

b.    rata-rata  tingkat  kehadiran  bulan-bulan  sebelumnya  dengan  kategori
baik sampai dengan usulan pencairan;

c.    bagi  Pegawai  yang  sedang  menjalani  hukuman  disiplin  tingat  ringan
diberikan TPP bulan  13 dan Bulan  14  sebesar 75 % (Tujuh Puluh Lima
Prosen);  dan

d.    bagi  Pegawai yang sedang menjalani hukuman  disiplin  tingkat sedang
dan berat diberikan TPP bulan  13 darL bulan  14 sebesar 500/o.

(3)   Waktu dan besaran  pemberian TPP Bulaii  13 dan Bulan 14 ditetapkan lebih
lanjut melalui Keputusan Bupati.

BABK
CUTI PEGAWAI DAN IZIN DATANG TERI,i"BAT/ PULANG MBNDAHULUI

Bagian Kesa.tu
Cuti Pegawai

Pasal 50
(I)   Bagi    Pegawai    yang    berhalangan    masuk    kerja    wajib    menyampaikan

permohonan  ijin  cuti  kepada  pejabat  ``Jang  berwenang  memberikan  culi
sesuai   ketentuan    perundang-undangan   yang   mengatur   tentang   culi
pegawai.

(2)   Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a.    Cuti Tahunan, dengan ketentuan sel)agai berikut :

I.    PNS  atau  CPNS  yang  telah  bekerja  paling  kurang  1   (satu)  tahun
secara terus menerus  berhak at€is cuti tahunan;dan

2.   Cuti tahunan dapat diberikan paling kurang  1  (satu) Hari Kerja dan
selama-lamanya  12 (Dua Belas Ilari Kerj.a) dalam satu Tahun.

b.   Cuti Besar, dengan ketentuan sebagai berikut :
1.    PNS yang telah bekerja secara 5  (lima)  tahun  secara terus menerus

berhak mendapatkan cuti besar untuk paling lama 3 (Tiga) bulan;

2.   PNS yang menggunakan hak at€is cuti besar tidak berhak atas cuti
tahunan dalam tahun yang bersangkutan;

3.   PNS  yang  tclah  menggunakan  hak  atas  cuti  tahunan  pada  tahun
yang  bersangkutan  maka  hak  ;ltas  cuti  besar  yang  bersangkutan
diberikan  dengan  memperhitungkan  hak  atas  cuti  tahunan  yang
telah digunakan;

4.   PNS yang menggunakan hak at€is cuti besar dan masih mempunyai
sisa   hak   atas   cuti   tahunan   tahun   sebelumnya   maka   dapal
menggunakan sisa hak atas cut  tahunan tersebut;
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5.   Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka  1, dikecualikan bagi
PNS yang masa kerjanya belum  5  (lima)  tahun  untuk kepentingan
agama,    yaitu    menunaikan    ibadah    haji    pertama   kali   dengan
melampirkan jadwal keberangkatan/ kelompok terbang (kloter) yang
dikeluarkan     oleh     instansi    yaiig    bertanggung    jawab    dalam
penyelenggaraan haji;dan

6.   Selama menggunakan hak atas cuti besar,  PNS yang bersangkutan
menerima   penghasilan   PNS   ter(liri   atas   gaji   pokok,   tunjangan
keluarga,   dan   tunjangan   pangan   sampai   dengan   ditetapkannya
Peraturan  Pemerintah yang mengatur gaji,  tunjangan,  dan  fasilitas
PNS.

c.    Cuti Sakit, dengan ketentuan sebagai berikut :
1.   Setiap PNS/CPNS yang menderita sakit berhak atas cuti sakit;
2.    PNS/CPNS yang sakit  1  (satu) hari menyampaikan surat keterangan

sakit  secara tertulis  kepada atas€in langsung dengan  melampirkan
surat keterangan dokter;

3.    PNS/CPNS  yang  sakit  lebih  dari   I   (satu)  hari  sampai  dengan   14
(empat belas)  hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan bahwa
PNS   yang   bersangkutan   harus   mengajukan   permintaan   secara
tertulis  kepada  Pejabat Yang  Belwenang  Memberikan  Cuti  dengan
melampirkan surat keterangan d()kter;

4.    PNS/CPNS  yang  menderita  sakil.  Iebih  dari   14  (empat  belas)  hari
berhak   atas   cuti    sakit,    deng€in   ketentuan    bahwa   PNS   yang
bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada
Pejabat  Yang  Berwenang  Memb=rikan  Cuti  Dengan  melampirkan
surat keterangan dokter pemerimah;

5.   Dokter    pemerintah    sebagaimana    dimaksud    dalam    angka    4
merupakan dokter yang berstatus. PNS atau dokter yang bekerja pada
unit pelayanan kesehatan pemer].ntah;

6.   Surat Keterangan dokter sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan
4 paling sedikit memuat pernyataan tentang perlunya diberikan culi,
lamanya cuti dan keterangan lain yang diperlukan;

7.    Hak  atas  cuti  sakit  diberikan  untuk  waktu  paling  lama   1   (satu)
tahun;

8.   Jangka waktu cuti sakit sebagaimana dimaksud pada angka 7 dapat
ditambah  untuk  paling  lama  6  (enam)  bulan  apabila  diperlukan,
berdasarkan surat keterangan tim penguji kesehatan;

9.   PNS  yang  tidak  sembuh  dari   penyakitnya  dalam  jangka  waktu
scbagaimam    dimQksud    peda    Qngkci    8,    haru8    diuji    kembali
kesehatannya oleh tim penguji kesehatan;

10.Apabila    berdasarkan    hasil    p3ngujian    kesehatan    sebagaimana
dimaksud pada angka 9 PNS belum sembuh dari penyakitnya,  PNS
yang  bersangkutan  diberhentik;in dengan  hormat  dari jabatannya
karena   sakit   dengan   menda|)at   uang   tunggu   sesuai   dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

11. PNS yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit untuk
paling lama   1,5 (satu setengah) bulan;
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12. Untuk  menggunakan  hak  atas  cuti  sakit  sebagaimana  dimaksud
pada  angka  11,  PNS  yang  bersarigkutan  mengajukan  permintaan
secara tertulis kepada Pejabat Yani3 Berwenang Memberikan Cuti;

13. Berdasarkan   permintaan   secara  tertulis   sebagaimana  dimaksud
pada   angka       12,    Pejabat   Yan{3   Berwenang   Memberikan   Cuti
memberikan cuti sakit kepada PNS} yang bersangkutan;

14.PNS    yang    mengalami    kecelak,a.an    dalam    dan    oleh    karena
menjalankan tugas kewajibannya {sehingga yang bersangkutan perlu
mendapat    perawatan    berhak    atas    cuti    sakit    sampai    yang
bersangkutan sembuh dari penyakitnya; dan

15. Selama  menjalankan  cuti  sakit,  PNS yang bersangkutan menerima
penghasilan   PNS   terdiri   atas   €;aji   pokok,   tunjangan   keluarga,
tunjangan    pangan    dan    tunjangan    jabatan    sampai    dengan
ditetapkannya Peraturan Pemerin I.ah yang mengatur gaji, tunjangan
dan fasilitas PNS.

d.   Cuti Melahirkan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1.   Untuk kelahiran anak pertama sainpai dengan kelahiran anak ketiga
pada saat menjadi PNS berhak atas cuti melahirkan selama 3 (Tiga)
bulan;

2.   Untuk   kelahiran   anak   keemp€it   dan    seterusnya   kepada   PNS
diberikan cuti besar, dengan kete ituan sebagai berikut :
a)  permintaan cuti tersebut tidak dapat ditangguhkan;
b)  mengesampingkan ketentuan telah bekerja paling singkat 5 tahun

secara terus-menerus; dan.
c)   lamanya    cuti    besar    tersebut    sama    dengan    lamanya    cuti

melahirkan.
3.   Untuk   menggunakan   hak   atas   cuti   melahirkan   sebagaimana

dimaksud   pada   angka   1,   PNS  yang   bersangkutan   mengajukan
permintaan    secara    tertulis    kt!pada    Pejabat    Yang    Berwenang
Memberikan Cuti;

4.   Dalam    hal    tertentu    PNS    dapat   mengajukan    permintaan    cuti
melahirkan kurang dari 3 (tiga) bulan;

5.   Selama menggunakan hak cuti melahirkan, PNS yang bersangkutan
menerima   penghasilan   PNS   terdiri   atas   gaji   pokok,   tunjangan
keluarga, tunjangan pangan dan tunjangan jabatan sampai dengan
ditetapkannya Peraturan Pemerintah yang mengatur gaji, tunjangan ,
dan fasilitas PNS.

e.    Cuti Karena Alasan penting

1.   PNS berhak atas cuti karena alas;an penting, apabila :

a)   ibu,  bapak,  isteri  atau  suami,  anak,  adik,  kakak,  mertua,atau
menantu sakit keras atau m€ninggal dunia;

b)    salah  seorang  anggota  kelu{irga  yang  dimaksud  pada  huruf a
meninggal dunia, dan menulut peraturan perundang-undangan
PNS yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota
keluarganya yang meninggal dunia; atau

c)    melangsungkan perkawinan.

26



2.   Sakit keras sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dibuktikan
dengan   melampirkan   surat   keterangan   rawat   inap   dari      Unit
Pelavanan Kesehatan;

3.   PNS   laki-laki   yang   isterinya   melahirkan/operasi   caesar   dapal
diberikan  cuti  karena  alasan  penting  dengan  melampirkan  surat
keterangan rawat inap dari Unit Pclayanan Kesehatan;

4.   Dalam hal PNS mengalami musibah kebakaran rumah atau bencana
alam,    dapat    diberikan    cuti    karena    alasan    penting    dengan
melampirkan  surat  keterangan  paling  rendah  dari  Ketua  Rukun
Tetan8ga;

5.   Lamanya  cuti  karena alasan  penting ditentukan  oleh  Pejabat yang
Berwenang Memberikan Cuti palir.g lama  1  (satu) bulan;

6.   Untuk    menggunakan    hak    ata:s    cuti    karena    alasan    penting
sebagaimana  dimaksud   pada  arLgka   1,   PNS   yang  bersangkutan
mengajukan   permintaan   secara    tertulis   kepada   Pejabat   Yang
Berwenang Memberikan Cuti;

7.   Berdasarkan   permintaan   secara   tertulis   sebagaimana   dimaksud
pada    angka    6,    Pejabat    Yang    Berwenang    Memberikan    Cuti,
memberikan    cuti    karena    alasan    penting    kepada    PNS    yang
bersangkutan;

8.   Dalam  hal yang mendesak,  sehingga PNS yang bersangkutan  tidak
dapat    menunggu    keputusan    dari    Pejabat    Yang    Berwenang
Memberikan   Cuti,   pejabat   yang   tertinggi   di   tempat   PNS   yang
bersangkutan   bekerja  dapat  mt;mberikan   izin   sementara   secara
tertulis untuk menggunakan hak atas cuti karena alasan penting;

9.   Pemberian  izin  sementara  seba€;aimana  dimaksud  pada  angka  8
harus    segera   diberitahukan    kBpada    Pejabat   Yang   Berwenang
Memberikan Cuti; dan

10. Pejabal   Yang    Berwenang    MerrLberikan    Cuti    setelah    menerima
pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka   9 memberikan
hak atas cuti karena alasan penting kepada PNS yang bersangkutan.

f.     CutiBersama

1.   Cuti bersama ditetapkan oleh pernerintah pusat;

2.   Cuti    bersama    sebagaimana    climaksud    pada    angka    1    tidak
mengurangi hak cuti tahunan;dan

3.   PNS yang karena jabatannya tidak diberikan hak atas cuti bersama,
hak cuti tahunannya ditambah a;esuai dengan jumlah cuti bersama
yang tidak diberikan.

(3)     Ketentuan Lebih Lanjut mengenai cuti pegawai dilaksanakan berdasarkan
ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang cuti pegawai.

Pasal 51

(1)    Terhadap  cuti  pegawai  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  34  berlaku
ketentuan pemberian TPP sebagai berikut :
a.   bagi  Pegawai  yang  menjalani  Cut.i  Tahunan  diberikan  TPP  sebesar

loo 0/o (Seratus persen);

27



b.   bagi  Pegawai  yang  menjalani  Cuti  €5akit  selama   1   (Satu)  hari  kerja
sampai  dengan   14  (Empat  Belas)  r[ari  kerja  diberikan  TPP  sebesar
loo °/o (Seratus persen);

c.    bagi Pegawai yang menjalani Cuti Sat:it lebih dari 14 (Empat Belas) hari
kerja sampai dengan 1 (Satu) Tahun diberikan TPP sebesar 75 % (Tujuh
puluh lima persen);

d.   bagi  Pegawai  yang  menjalani  Cuti  Sakit  lebih  dari   1   (Satu)  Tahun
sampai dengan  1,  5 Tahun diberikaii TPP sebesar 65 % (Enam puluh
lima persen);

e.    bagi pegawai yang menjalani cuti Melahirkan sampai dengan  kelahiran
anak ketiga diberikan TPP sebesar 75 % (Tujuh Puluh Lima Persen);

f.     Bagi Pegawai yang menjalani Cuti KaLrena Alasan Penting  1  (satu)  hari
kerja  sampai  dengan   12   (Hari)   Kerja  diberikan  TPP  Kelas  Jabatan
dan/atau Faktor Objektif Lainnya sc besar  loo 0/o (Seratus persen);

9.    Bagi Pegawai yang menjalani Cuti Karena Alasan Penting lebih dari  12
(Dua  Belas)  hari  kerja  sampai  deni3an  1  (Satu)  bulan  diberikan  TPP
sebesar 75 0/o (Tujuh Puluh Lima persen);

h.   Bagi Pegawai yang menjalani Cuti Karena Alasan Penting lebih dari  12
(Dua  Bclas)  hari  kerja  sampai  dengan   1   (Satu)  bulan  dikarenakan
terkena musibah kebakaran rumah  atau bencana alam diberikan TPP
sebesar  loo % (Seratus persen);

i.     Bagi   Pegawai   yang   menjalani   CL.ti   Besar   karena   kelahiran   anak
keempat dan seterusnya tidak diberikan TPP;

j.     Bagi pegawai yang menjalani cuti besar, tidak diberikan TPP;
k.   Pegawai yang karenajabatannya tidak diberikan hak atas cuti bersama,

hak  cuti  tahunannya  ditambah  s€suai  dengan jumlah  cuti  bersama
yang  tidak  diberikan  dan  kepadanya  diberikan  TPP  Kelas  Jabatan
dan/atau TPP Faktor Objektif lainnya sebesar  loo 0/o (Seratus persen);
dan

1.     Bagi  pegawai  yang  menjalani  Cuti  Diluar  Tanggungan  Negara  tidak
diberikan TPP.

(2)     Bagi   Pegawai   yang   telah   menjalani   Cuti   Diluar   Tanggungan   Negara
sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (1)    huruf    1    pembayaran    TPP
diberlakukan ketentuan sebagai berikut :
a.   TPP diberikan  bulan  berikutnya t€!rhitung  sejak  melaksanakan  tugas

kembali di Perangkat Daerahnya sesuai kelas jabatan yang diampunya;
b.   Dalam  hal kelas jabatan  sebagaimana dimaksud pada huruf a belum

ditctapkan, TPP diberikan berdasa].kan kelas jabatan terendah; dan

c.    Bagi pejabat fungsional yang telah  menjalani Cuti Diluar Tanggungan
Negara  dan  belum  diangkat  keml)ali  dalam jabatan  fungsional,  TPP
diberikan berdasarkan kelas jabat€in terendah.

Bagian Ke duo
Izin Datang Terlambat/ I]ulang Mendahului

Pasal 5:2

(1)   Izin  datang terlambat dan/atau izin pulang mendahului wajib disampaikan
oleh Pegawai yang bersangkutan kepada atasan langsung secara berjenjang
atau pejabat yang ditunjuk menandatangani izin.
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(2)   Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (I) terdiri dari :
a.   Asisten Administrasi atas nana Sekre1.aris Daerah;

b.   Sekretaris atas nama Kepala Dinas/  Badan/  Inspektur/  Kepala Satuan
Polisi Pamong Praja;

c.    Kepala Kantor;

d.   Camat; dan

e.    Lurah.

(3)   Izin   sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)   disampaikan  kepada  atasan
langsung atau pejabat yang ditunjuk me]iandatangani izin paling lambat  1
(satu) hari sebelum Pegawai yang bersan{;kutan melaksanakan izin.

(4)   Izin  sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) yang telah disetujui oleh atasan
langsung    atau    pejabat    yang    ditunjuk    menandatangani    izin    tidak
menyebabkan pemotongan TPP dari aspek beban kerja/tingkat kehadiran.

(5)   Format  persetujuan  izin  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  tercanlum
dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

BABX

KBTENTUAN LA] N-LAIN

Pasal 53

(1)    Bagi    pegawai    pada    Perangkat    Daerah    yang    melaksanakan    fungsi
pendapatan,     diberikan     ketentuan     memilih     TPP     atau     tunjangan
lainnya/ insentif sesuai ketentuan yang berlaku.

(2)    Dalam  hal  pegawai  pada  Perangkat  I)aerah  yang  melaksanakan  rungsi
pendapatan   sebagaimana  dimaksud   pada  ayat  (1)   memilih  tunjangan
lainnya/insentif,   kepada  Pegawai  dimaksud  tetap  dapat  diberikan  TPP
Bulan  13  dan  Bulan   14  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  49  sesuai
dengan kelas jabatan dan/atau jenis faktor objektif lainnya.

(3)    Bagi  Pegawai  dengan  status  diperbantukan  dan/atau dipekerjakan  pada
lnstansi Vertikal, dapat diberikan ketentuan memilih tunjangan atau TPP
sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 54.

(1)     Ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf g tidak berlaku bagi Rumah Sakit Khusus
Paru.

(2)    Pemberian   TPP   bagi   Pegawai   Puskesmas   diukur   pada   aspek   tingkat
kehadiran  dan  penilaian  prestasi  kerja  dengan  ketentuan  lebih  lanjul
ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 5!5

(1)   Pegawai   sebagai   atasan   langsung   ya.ng   terbukti   tidak   melaksanakan
kewajibannya  untuk  melaksanakan   I)embinaan  disiplin  pegawai  sesuai
dengan  kewenangannya  dikenakan  p€mundaan  pembayaran  TPP  sampai
dengan dilaksanakan kewajibannya.
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(2)   Pembinaan   sebagaimana  dimaksud   pada  ayat   (1)   termasuk  dalam   hal
penjatuhan   hukuman   disiplin   bagi   Pet;awai   yang   terbukti   melakukan
pelanggaran   terhadap   kewajiban   dan   ]arangan   PNS   sesuai   ketentuan
perundang-undangan tentang disiplin PNS.

Pasal 56
Atasan  langsung  dan  atau  pejabat  penilai  yang  tidak  melakukan  penilaian
kinerja terhadap bawahannya tidak diberikar. TPP dari aspek prestasi kerja.

Pasal 57

Pegawai   yang   diwajibkan   mengganti   kerugian    Negara   dan/atau    Daerah
(Tuntutan    Ganti    Kerugian)    dapat    dikerLakan    pemotongan    TPP    untuk
melaksanakan kewajibannya sesuai ketentua.n perundang-undangan.

BAD XI

KE`rENTUAni pERALIHArv

Pasal 58

( I)  Eks  Pejabat pengawas yang diberhentikjin dari jabatan  struktural  sebagai
dampak  dari  pemberlakukan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  12
Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas
dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, diatur sebagai berikut :

a.    Diberikan TPP sesuai dengan jabatan yang diampunya;dan
b.    Eks pejabat pengawas pada eks UPTI) Pendidikan yang ditunjuk sebagai

Koordinator    Wilayah    Kecamatan    Bidang    Pendidikan    pada    Dinas
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga diberikan TPP setara dengan jabatan
pengawas yang ditetapkan dengan Kt3putusan Bupati.

(2)  Pengawas  sekolah yang diangkat menjadi  Koordinator Wilayah  Kecamatan
Bidang    Pendidikan    pada    Dinas    Pendidikan,    Pemuda   dan    Olahraga
diberlakukan    diberikan   TPP   setara   dengan   jabatan   pengawas   yang
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3)  PNS lainnya yang diangkat menjadi Koo].dinator Wilayah Kecamatan setelah
diberlakukannya Permendagri Nomor  1£! Tahun 2017 diberikan TPP sesuai
dengan Keputusan Bupati.

(4)  Pejabat  fungsional  yang  ditunjuk  seba:5ai  Direktur  Rumah  Sakit  Khusus
Paru  dlberikan  TPP  setara  dengan jab€Ltan  administrator yang ditctapkan
dengan Keputusan Bupati.

(5)  Pejabat fungsional yang ditunjuk sebag,al Kepala Puskesmas diberikan TPP
setara dengan jabatan pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

(6)  Kepala Sekolah,  Guru  dan  Calon  Guru  persyaratan pemberian TPP hanya
didasarkan pada aspek kinerja melalui Capaian PARE.
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BJD RII
KE'rENTUAN pENUTUp

Pa8al 59

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Karawang
Nomor 88 Tahun 2018  tentang Tambahan Penghasilan Pegawdi Negeri Sipil di
Lingkungan   Pemerintah   Kabupaten   Karaw<ing   sebegaimana   telah   diubah
beberapa  kali  terakhir  melalui  Peraturan  Bupati  Karawang  Nomor  12  Tahun
2019  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan  Bupati  Karawang  nomor  88
Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawal Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Karawang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PaBal 60

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tang§3al diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkali pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
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NOMOR      6t



LAMPIRAN I     :     PBRATURAN BUPA" KARAWANG

¥gNMT°£G qA#Atfi£° ]p9ENGHAs|IAN   PECAWAI   NEGERI
slplL       DI       LINGayNGAN       PBMERINTAH       KABupATBN
KARAWANG

KOP PERANGKAT DAERAH

PENOESAIIAN TIM VBRIFIRASI I)AN VALEDASI PERANGIEAT DAERAII
Nomor  : ....... " .....................

Pada  hari  ini,.„ ........ Tanggal ........ bulan ........ Tahun  2020,  hami  Tim  Verifikasi
dan  Validasi  Perangkat  Daerah .......  telah  melak.3anakan  verifikasi  dan validasi  data
persyaratan   Pengajuan   TPP   Perangkat   Daerah ............ untuk   bulan ............... dengan
hasfl sebagai berikut :

I.   TPP Kelas Jabatan
a.   data Pegawal telah  sesuai dengan kelas jabatan yang dianpunya.
b.   data Rekapitulasi Kehadiran Pegawal bulan ....... telah sesuai dengan hasil print

out/cetak aplikasi SIAP;
c.   data  Capaian  Kinelja  Pegawai  bulan ,..,..,, telah     sesuai  dengan  hasil  print

out/cetak aplikasi PARE ,
2.   TPP Berdasarkan Faktor objektif lainnya

a.   aspek Pejabat pengelola Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Barang dan Pejabat
Pengelola Pelaksana Kegiatan, ajuan pembayaran  telah sesuai dengan data Pagu
Anggaran yang dikelola ;

b.   aspek Jabatan Dengan T\igas Tertentu (Pt3rizinan) data realisasi/capaiali target
pendapatan  daerah   sektor  perizinan  bulan .......   telah     sesuai  dengan  data
sebenamya (Krfu.s((a bqgz J}Pzlfllsp).

VERIFIKATOR DAN VALIDATOR PERANGKAT DAERAH ................

No Name Jabatan/UnitKeda Tanda Tangan

Mengetahui
Kepala Perangkat Daerah

Nana
NIP
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LAMP[EN 11
E%#5g5grBTufrA:IN#9wANG
TENTANG  TAMBAHAN  PENGHASILAN  PEGAWAI  NEGERI  SIPIL  DI
LINGKUNGAN PEMERINTAII KABUPATEN KARAWANG

REKAplTt)LAsl usulAN pEunATARAN TPP PERAHGKAT DAERAH ................. Bt)LAN .................... TAHUN 2o2o

Ho mm/rm JABATAI -JIAIrmn rm m^s -ABAT^n Emoronow rm Tpp FAHroR oELIEHzm L^mTA JgJ- rm K€tcrangan

Prestasi Beban Prestasi Beban Pengelola Pen8elola Pen8elola Ftogelola Jal)atan
Kerja(70%) Kelja(300/a) Kelja Kelja KeuanganDaerch Efarang rmckaraKcgrtan Perianan dengan`tugastertentulainva

1 2 3 4 § 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
I Banak Fulan Ka.SKPD 14 7.000.000 3.000.OcO - 2.coo.OcO - 12.000.OcO Sielin PA
2 It'u Fulan Kat'id 11 4.goo.OcO 2. loo.OcO - 1.000.OcO 8.000.000 Sielin PPK
3 Bat,ak X I{Q9) 9 3,500.OcO 1.500.OcO - - 750.000 5.750.000 sierm Frm
4 h,, V PplaL,eooo E= anA nm f,in inn - -

5 Dst...

€Ar
¢UP WANCG,HADIANA

e=I  t`-®S*".'S;.
+\,-fifJ ."



LAMplRAN Ill   :   R%#5gw BTufrA€IN#9wANG

TENTANG  TAMBAHAN  PBNGHASILAN  PEGAWAI  NEGERI
SIPII,     DI      LINGKIJNGAN      PEMERINTAII      KABUPATEN
KARAWANG

pENGESAmi TIM vERIFIRAsl DAN vALIDAsl KABupATEN
Nomor  : ....,, ",," ..................

Pada   hari   ini ,........... Tanggal ........ bulan ........ T`ahun   2020,   hami   Tim   Verifikcoi   dan
Valida9iKabupatentelchmelaksanalrmverifikasidanvthidagidatapersyaratanpembayaranTPP
Perangkat Daerch ............ untuk bulan .....,......... dengan ha8il sebagai berikut :

1.   TPP Kelas Jabatan
a.   Data Pegawai   *.ebaglan/eelur`ihnya   ttelah/tidal .eoual dengan kela8 jat)atan yang

dianpunya.
b.   Data Rekapitulasi Kehadiran Pegawai bulan ...... tt®lah/tldak sesuai dengan basil print

out/cetak aplikasi SIAP;
c.    Data   Capaiali   Kinerja   Pegawai   bulan ........ ttelah/tldak   sesuai   dengan   hasil  print

out/cetak aplikasi PARE .

2.    TPP Berdasarkan Faktor objektif lainnya
a.   Aspek  Pejabat  pengelola  Keuangan  Daerah,   Pejabat  Pengelola  Barang  dan  Pejabat

Pengelola Pelaksana Kegiatan, usulan pembaya ran *.eb®glm/.®lur`ihnya tt®hh/ tldak
sesual dengan data Pagu Anggaran yang dikelola ;

b.   Aspek   Jabatan   Dengan   Tugas   Tertentu   (f'erizinan)   data   realisasi/capaian   target
pendapatan  daerah   sektor  perizinan  bulan .......   tt®lah/tldal     sesual  dengan  data
sebenamya (Khusus bagi DPMPTSP)

Atas da8a]. ter8ebut di atas, kami menyatakan pengajuan pembayaran TPP Perangkat
Daerah ....... Bulan ........ *dapat/tldak dapat diproses lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku,
karena

/dlled dengari cad:atan¢ata(tan tertentr.
apab\la ado kekurarigart persgaratan penguguan °irpp|

Karawang,  Tanggal/Eulan/Tahun

VerinlEator dan VtLlidator

No Name Jabatan/ Tanda Tangrn
Unit Keria

1

2
3
4
56
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LAMPIRAN IV PERATURAN  BUPA''fl KARAWANG
NOMOR6(      TAHUN 2019
TBNTANG   TAMBA]IAN   PENGHASILAN   PEGAWAI   NEGERI
SIPIL       DI       LINGKUNGAN       PEMERINTAH       KABUPATBN
KARAWANG

FORMAT PERSBTUIUAN :[ZIN

Karawang,

Kepada :

Di-
( Kepala Unit Kelja )

KARAWANG

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nana
NIP

Pangkat/Col.Ruang       :

Jabatan
Unit Kerja

Dengan ini mengajukan pemohonan izin :
a)   Terlambat masuk kelja pada hari .............. tanggal ........................ sampai dengan

pukul........WIB
b)    Pulang     let)ih     cepat     ..................     menit     pada     hari     ..................     tanggal

Demikian   permohonan   ini   saya  buat  untuk  tLlapat  dipertimban8kan   sebagaimana
mestinya.

Homat Saya,
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